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ABSTRAK

Kecamatan Pringsewu masyarakatnya berprofesi beragam di antara nya
berdagang. Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani
kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah, salah satunya adalah jual beli, di
dalam jual beli langsung terdapat hak khiyar, di antara nya adalah khiyar aib, dimana
pihak pembeli mempunyai hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli
karena terdapat adanya cacat pada barang. Apakah khiyar juga berlaku dalam jual beli
online. transaksi jual beli secara online membuka peluang yang sangat besar untuk
dilakukannya khiyar dibandingkan dengan jual beli secara langsung, pada jual beli online
sangat rentan barang mempunyai aib atau cacat. Dalam penelitian ini penanggungan
biaya pelaksanaan biaya khiyar aib dalam transaksi jual beli online itu ditanggung oleh
pembei yang mengakibatkan pembeli merasa dirugikan karena sudah membayar ongkos
pengembalian barang yang bukan disebabkan atas kesalahannya, dalam surah An-Nisa
ayat 29 yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu”, Oleh karena itu penulis memilih judul “Penanggungan
Biaya Khiyar Aib dalam Jual Beli Online Persfektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)” dengan rumusan masalah 1. apakah
penanggungan biaya pelaksanaan khiyar aib oleh pembeli dalam jual beli online di
Kecamatan Pringsewu telah sesuai dengan hukum positif Indonesia, 2. bagaimana
persfektif hukum ekonomi syariah terhadap penanggungan biaya pelaksanaan khiyar aib
oleh pembeli dalam jual beli online. Tujuan penelitian ini adalah 1.Untuk mengetahui
persfektif hukum positif terhadap penanggungan biaya kirim pada kasus khiyar aib, 2.
Untuk mengetahui persfektif hukum ekonomi syariah terhadap penanggungan biaya kirim
pada kasus khiyar aib. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan data diperoleh
secara langsung dari penelitian lapangan terhadap penanggungan biaya pelaksanaan
khiyar aib oleh pembeli. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi.
Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekontruksi data dan
sistemasi. Anlisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan
menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa 1.
Penaggungan biaya pelaksanaan khiyar aib dalam transaksi jual beli online di Kecamatan
pringsewu yang di tanggung oleh pembeli tidak sesuai dengan hukum positif karena
sangat memberatkan pihak pembeli dimana pihak pembeli harus membayar biaya
pengembalian barang karena terdapat adanya cacat yang disebabkan bukan karena
kesalahannya, menurut hukum positif pasal 1476 KUHPdt di jelaskan bahwa penjual
juga di bebankan kewajiban tambahan yaitu biaya penyerahan. 2. Penanggungan biaya
pelaksanaan khiyar aib yang di tanggung oleh pembeli tidak sesuai dengan hukum
ekonomi syariah karena pihak penjual tidak memperjanjikan di awal tetapi ketika barang
cacat atau rusak penjual diam-diam menanggungkan ongkos pengemabalian barang
kepada pihak pembeli dimana pihak pembeli merasa sangat diberatkan atas
penanggungan tersebut.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”’

(QS. An-nisa:(4) ayat 29)
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapat informasi dan gambaran yang jelas
serta dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap
penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan

proposal ini dengan penegesasan judul dari beberapa istilah yang di gunakan, di

samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok

permasalahan yang akan di bahas: “Penanggungan Biaya Pelaksanaan Khiyar

Aib Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi

Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)”. Untuk itu di uraiakan

pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Penanggungan biaya berasal dari kata “tanggung” yang berarti perbuatan
menanggung.*

2. Khiyar Aib adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau
membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya karena terdapat cacat atau
rusak.”

3. Jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan

pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan

'Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
“Menanggung” https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggungan diakses pada tanggal 11-03-
2019 pukul 10:57 WIB.

*Pasal 20 angka 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggungan%20diakses%20pada%20tanggal%2011-03-2019
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggungan%20diakses%20pada%20tanggal%2011-03-2019

komunikasi yang di gunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat
komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagai nya..?

4. Perspektif Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis
yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan
di tegaskan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara
Indonesia.”

5. Persepektif Hukum ekonomi syariah adalah suatu kegiatan yang di lakukan
orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau
tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat
komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa maksud judul proposal skipsi ini
adalah penanggungan biaya terhadap pengembalian barang/objek jual beli
yang dilakukan diinternet menurut sudut pandang Hukum Positif yang

berlaku di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

B. Alasan Memilih Judul
1. Alasan Objektif
a. Jual beli secara online/daring pembeli memiliki risiko yang besar

karena barang yang dikirim merupakan barang rusak.

® Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, “daring”
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring diakses pada tanggal 12-03-2019 pukul 09.05

* 1. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia,
(Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56.

> Pasal 1 Ayat (1) KHES.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring%20diakses%20pada%20tanggal%2012-03-2019

b. Penanggungan biaya pengembalian barang belum diatur di dalam
Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah sehingga memungkinkan
Pembeli mengeluarkan biaya tambahan.

2. Alasan Subjektif

a. Objek penelitian berupa penanggungan biaya yang diakibatkan khiyar
aib belum ada yang membahas.

b. Persoalan muamalah merupakan objek kajian Peneliti yang harus
dikuasai untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) yang ahli di

bidang Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah
Salah satu bentuk Muamalah yang sering terjadi adalah jual beli, jual beli
dalam figh disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti dan
menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz al-baib dalam terminologi
figh terkadang dupakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang
berarti pembeli. Dengan demikian, al-bai mengandung arti menjual sekaligus
membeli atau jual beli. °

Imam Tagiyuddin menerangkan definisi jual beli sebagai berikut:
4 el a5l e 55 o 1ad el (o 5 o B g e AL s
Artinya: Tukar menukar milik kebendaan yang di lakukan antara penjual dan

pembeli melalu ijab dan gabul dengan cara yang di benarkan.’

® Mardani Figih Ekonomi Syariah: Figih Muamalat. (Jakarta: Kencana, 2001), h. 101.
Al Imam Tagiyyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz |
(Surabaya: , Sirka Tunnur Amaliyah, 1426 H), h. 239.



Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29
of 5E 585 ol ¥ Jedl el S5l Bt ¥ ik 2l Gl
o) 20 OE AT &) ;,imul tjl,.a;y VRN

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.®

Ayat di atas dapat dipahami bahwasanya jalan yang haram menurut
agama Islam seperti riba dan ghasab atau terjadi tijarah (sejarah perniagaan),
maksudnya ialah hendaklah harta tersebut yaitu harta perniagaan yang
berlaku berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu
memakannya.’ Disamping hukum Islam memeberikan solusi sebagai
pelengkap dari pada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni
berupa khiyar. Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu
melangsungkan atau membatalkannya.®

Menurut Wahbah Az-Zuhaily sebagaimana yang dikutip olen Moh. Ah.

Subhan ZA mendefinisikan khiyar sebagai “Hak pilih bagi salah satu atau

kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau

® Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahan, cetakan kedua,
(Bandung: PT. Mizan Buaya Kerativa, 2012), h. 83.

° Imam Jalaluddin Al-Muhalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Terjemahan Tafsir
Jalalin Berikut Asbabul Nuzul, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1996), h. 342.

“Sayyid Sabig, Figih Sunnah 12. (Bandung: PT Alma’arif, 1987), h. 106.



membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing
pihak yang melakukan transaksi”. ™

Terjadi khiyar di dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasar nya
belum berahir selama keputusan hak khiyar ini telah di sepakati oleh masing-
masing pihak.*?

Khiyar diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan pengertian khiyar di atas
baik penjual maupun pembeli dapat memilih untuk melanjutkan atau
membatalkan transaksi jual beli dengan mematuhi ketentuan yang ada dalam
Hukum Islam. Khiyar beragam macamnya salah satunya ialah khiyar aib
yang merupakan pilihan untuk meneruskan pembelian atau membatalkan
apabila barang terdapat cacat setelah diterima.™®

Khiyar tidak hanya berlaku pada jual beli langsung, melainkan juga di
dalam jual beli online. Bahkan, transaksi Jual beli secara online/daring
membuka peluang yang sangat besar untuk dilakukannya khiyar.
Dibandingkan dengan jual beli secara langsung (direct selling), pada jual beli
online sangat rentan barang mempunyai aib/cacat.

Menurut pendapat Moh. Ah. Subhan ZA dalam jual beli di media sosial

yang juga dapat dikategorikan sebagai jual beli online Kkhiyar aib tetap

1 Moh. Ah. Subhan ZA, Hak Pilih dalam Transaksi Jual Beli (Khiyar) di Media Sosial
Menurut Perspektif Hukum Islam, Jurnal Akademika, Volume 11 Nomor 1, (Tahun 2017), h. 65.

12 sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (terj:Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2006, him. 158-161.

B ihat Pasal 234 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Meski tidak mendefinisikan
Khiyar aib namun Pasal 234 dapat dipahami bahwa pembeli dapat membatalkan jual beli bila
terdapat aib/cacat.



berlaku.* Khusus khiyar aib yang dibahas dalam proposal judul ini yang
akan difokuskan adalah biaya dalam melakukan pembatalan.

Contoh kepada yang pernah terjadi pada ibu Yulia, dia membeli
handphone merek X secara online melalui shopee dengan harga Rp.1000.000
dengan ongkos kirim Rp.19.000. Setelah disepakati dan dibayar barang
dikirim oleh pihak penjual. Namun setelah sampai di rumah ibu Yulia kondisi
barang mengalami kerusakan fisik dan tidak bisa digunakan sehingga
dikembalikan kepada pihak penjual. Sampai di sini tidak ada persoalan sebab
pilihan untuk membatalkan jual beli karena barang terdapat cacat
diperbolehkan. Namun yang menjadi masalah adalah siapa yang akan
menanggung biaya ongkos kirim pembatalan barang.™

Bila tidak diperjanjikan maka akan menjadi sengketa antara penjual dan
pembeli. Sementara bila ditinjau dalam hukum perdata kerusakan barang
yang dikirimkan oleh Penjual bisa dikategorikan sebagai wanprestasi yang
disebut sebagai jenis wanprestasi berupa “memenuhi prestasi tapi tidak
sesuai”.’® Pasal 1243 KUH Perdata juga tidak cukup untuk menyelesaikan
persoalan ini.*’

Demikian halnya dalam hukum Ekonomi Syariah. Pasal 235 sampai

dengan Pasal 242 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang

* Moh. Ah. Subhan ZA, Hak Pilih dalam Transaksi Jual Beli (Khiyar)...., h. 76.

> Wawancara dengan ibu Yulia selaku konsumen, 15 juli 2019.

®Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, (Bandung: Mandar
Maju, 2004), h. 61.

pasal 1243 KUHPerdata berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan
lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam
tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Lihat Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), h. 232.



memperbolehkan khiyar aib namun tidak mengatur secara spesifik bagaimana
penanggungan biaya dalam pembatalan khiyar aib dalam jual beli
online/daring. Bila biaya pembatalan ditanggung oleh pembeli seperti yang
terjadi kebanyakan akan sangat terbebani karena harus menanggung ongkos
kirim dua kali yaitu ongkos Kirim pertama saat pembelian, dan ongkos kirim
kedua saat pengembalian baranrg. Singkatnya Pembeli menanggung beban
yang bukan disebabkan oleh kesalahan maupun kelalaiannya.

Alqur’an juga mengatur kegiatan bermuamalah serta etika perdagangan
penjualan dan pemasaran. Seperti yang di jelasakan Al-Qur’an surah Al-

Bagarah ayat 16 yang berbunyi:
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Artinya: mereka ltulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk,
Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka
mendapat petunjuk. *®

. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak
terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan

penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik serta bagaimana

tinjaun hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap biaya khiyar aib

'®Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Wasyim, (Bekasi:Cipta Bagus Segara, 2013), h. 3.



dalam transaksi jual beli online di toko LC Gelbadan dan toko Nuha Olshop di

Kecamatan Pringsewu.

E. Rumusan Masalah
Bila melihat pada teori wanprestasi di dalam KUHPerdata maka permasalahan

semacam ini belum ditemukan. Demikian halnya apabila dilihat di dalam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu di dalam penelitian ini akan

diajukan dua rumusan masalah yaitu:

1. Apakah penanggungan biaya pelaksanaan Khiyar Aib oleh Pembeli dalam jual
beli online di Kecamatan Pringsewu telah sesuai dengan Hukum Positif
Indonesia?

2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanggungan

biaya pelaksanaan khiyar Aib oleh Pembeli dalam jual beli online?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian ini 2 (dua) yaitu:
a. Mengetahui  perspektif Hukum  Positif  Indonesia  terhadap
penanggungan biaya kirim pada kasus khiyar aib.
b. Mengetahui perspektif Hukum Ekonomi  Syariah terhadap
penanggungan biaya kirim pada kasus khiyar aib.
2. Kegunaan Penelitian ini diantaranya:
a. Secara teoritis dapat memberikan pemahaman kepada pembaca

terhadap pembebanan khiyar aib dalam jual beli online.



b. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih
pemikiran tentang kasus khiyar aib dalam jual beli online. Ringkasnya,
penelitian ini diharapkan berguna untuk mendudukkan persoalan siapa

yang akan menanggung biaya yang disebabkan khiyar aib.

G. Signifikasi/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi

akademis dan praktis berikut:

1. Signifikasi Akademis

Secara akademis hasil penenlitian ini diharapkan dapat menambha

ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah
khiyar aib dalam transaksi jual beli online menurut persfektif hukum
positif dan hukum ekonomi syariah.

2. Signifikasi Praktis
Secara praktis hasil penenlitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pembeli maupun penjual untuk meningkatkan
komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian,
pemahaman dan pengembangan praktik khiyar aib dalam transaksi jual
beli online yang lebih positif serta diharapkan hasil penelitian ini dapat
menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan
khiyar aib dalam transaksi jual beli online di toko LC Gelbadan dan toko

Nuha Olsop.
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H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan di tempuh oleh peneliti untuk

menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah, ada beberapa cara

yakni:

1. Jenis dan sifat penelitian
a. Jenis penelitian

Penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian terhadap suatu

kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan
menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai
kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.'® Penelitian
lapangan ini untuk mengetahui penanggungan biaya khiyar aib dalam
transaksi jual beli online menurut Hukum Positif dan hukum Ekonomi
Syariah. Selain menggunakan penelitian lapangan (Field Research),
penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research).
Penelitian kepustakaan (Library Research) adalah pengumpulan data dan
informasi dengan bantuan berbagai macam-macam materi yang terdapat di
ruang perpustakaan.® Jadi, yang dimaksudkan dengan penelitian
kepustakaan (Library Research) adalah mengadakan penelitian dengan
cara membaca, menelaah dan mencatat bahan-bahan dari berbagai literatur
yang berhubungan langsung dan mempunyai relevasi dengan

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

®Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi keempat,
(Jakarta: Rineka Ciptal998), h. 56.

**Kaelani. M.S. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Padigma, 2005),
h. 58.
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Sifat penelitian

Menurut dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang
dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu
objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara
sistematis dan objek mengenai fakta, sifat, atau fenomena tertentu.
Dalam hal ini penulis akan menguraikan penelitian dan
menggambarkan secara lengkap secara bahasa, sehingga ada suatu
pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang

digunakan untuk menguraikan data yang ada.

2. Sumber data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi

data primer dan data sekunder.

a.

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari respoden atau
obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti
atau data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung
oleh peneliti dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini
diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak penjual dan
pembeli dalam transaksi jual beli online.

Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan
telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data
tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Dalam penelitian ini berupa

dokumen-dokumen, literatur, serta informasi lain yang tertulis yang
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berkaitan dengan penanggungan biaya khiyar aib dalam transaksi jual
beli online.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki
karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan
diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media, dan
sebagainnya.”! Populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang
gerdiri dari 1 orang dari toko online LC Gelbadan 1 orang dari toko
Nuha Olshop dan 10 orang pembeli.

b. Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.
Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik
suatu populasi. Besarnya jumlah sampel yang akan diambil tergantung
dari populasi yang diteliti. Jumlah sampel 100% memiliki populasi
sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Dalam penelitian
tidak semua anggota populasi diteliti, hal ini mengingat keterbatasan
jumlah tenaga, biaya, dan waktu. Untuk itu diperlukan sampel yang
akan mewakili suatu populasi.??

Berdasarkan Suharsimi Arikunto, apabila populasi kurang dari 100
orang lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah
penelitian populasi.?® Penentuan sampel dilakukan dengan cara

mengambil beberapa masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam

?!Susiadi, Metodologi Penelitian, cet ke-1, Pusat Penelitian dan Penertiban Lp2m lain Raden
Intan Lampung, (Bandar lampung, 2015), h. 95.

?2 pabunda Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006), h. 33.

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis, (Jakarta: Rineka Cita,
1998), h. 115.
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praktik jual beli online adapun yang menjadi sampel dalam penelitian
ini ada 3 orang penjual dan 7 orang pembeli.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk
mendapatkan data dengan mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-
keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen
popluasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Untuk itu dalam
pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu :
a. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-
gejala yang diselidiki.** Pengamatan yang dilakukan peneliti harus
berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan
secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Observasi dilakukan
untuk mengumpulkan data secara langsung guna memperoleh data yang
baik, utuh dan akurat. Serta metode ini digunakan untuk mengetahui
gambaran umum objek penelitian.
b. Wawancara
Wawancara adalah tekhnik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-
jawaban responden dicatat atau direkam.?® Dalam hal ini penulis akan

menggunakan metode pengumpulan data dengan tehnik wawancara

70.

** Cholit Narbuko dan Abu Achmahdi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.

Bbid., h. 107.
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terstruktur dengan bertanya kepada penjual dan pembeli dalam transaksi
jual beli online.
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang tidak
langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.?®
Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, buku pribadi, laporan
notulen dan dokumen lainnya. Dalam hal ini penulis akan mencari
dokumen tentang penanggungan biaya khiyar aib dalam transaksi jual beli
online.

5. Metode Pengolah Data
Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memproleh data ringkasan
dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Selanjutnya
pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut :
a. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang
telah masuk yang telah dikumpulkan dari lapangan, pustaka, wawancara,
dan dokumentasi yang sudah lengkap, jelas tidak berlebihan, yang
berdasarkan fakta, apakah data yang sudah relevan dengan masalah tanpa
adanya kesalahan dan tidak berlebihan.?’ Pemeriksaan ini untuk
mengetahui apakah terdapat kekurangan atau tidak dalam permasalahan
yang akan dibahas.

b. Sistematika Data (sistematizing)

Zbid., h. 115.

“Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada), h. 102.
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Bertujuan menempatkan dan mengurut kerangka sistematika
bahasan berdasarka urutan masalah,”® dengan cara melakukan
pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut
kategori-kategori dan urutan masalah.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan atau kekeliruan dan
kekurangan, setelah data diperkirakan cukup kemudian data tersebut diolah
dengan cara mengelompokkan menurut bidangnya baik dikurangi atau
ditambah data untuk memperoleh suatu penyajian secara jelas dan mudah
dimengerti.
6. Analisis Data
Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisa
secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang Yyang
berperilaku dan dapat dimengerti.?® Berdasarkan pengertian di atas, akan
mencoba untuk mendeskripsikan tentang, penanggungan biaya pelaksanaan
khiyar aib dalam transaksi jual beli online menurut Hukum Positif dan Hukum
Ekonomi Syariah yang didasarkan atas kualitas tulisan atau pernyataan.
Adapun motede berpikir yang dipakai pada penelitian ini adalah metode
deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pengetahuan yang sifatnya

umum, dan dititik tolak pada pengetahuan yang umum itu penulis menilai

% Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004) h.126.
®Lexy L Molceng, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, h. 3.
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suatu kejadian yang kebenaranya telah diketahui atau diyakini, dan berpikir

pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus. *

%gytrisno Hadi, Metodelogi Research, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas
Gajah Mada, Yogyakarta, 1938, h. 42.
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LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Jual Beli
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli
a. Menurut Hukum Positif

Sebelum menguraikan tentang perjanjian jual beli, maka terlebih
dahulu penulis akan mengemukakan beberapa defenisi perjanjian itu
sendiri, menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu
persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan
sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara
sebagian. Inti dari defenisi yang tercantum dalam Black’s Law Dictionary
adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk
melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara
sebagian.’

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana
tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua
pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu

lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian

!Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cet.1, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2003), h.16.
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itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.> Menurut
Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji
kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang
tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu
perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya,
perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji
atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.®> Hubungan antara perikatan
dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.
Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain.
Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju
melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan
persetujuan) itu adalah sama artinya.* Berdasarkan hal tersebut diatas,
maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan
perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa konkrit.
Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat
dibayangkan, sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika itu dalam
bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat didengar
isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.
Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPdt.

Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk

2Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai
1456 BW), (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 63.
* Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 19, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 1.
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mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam
masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar
perjanjian jual beli.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian
merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum tersebut yang
menimbulkan hubungan hukum “perikatan” di antara para pihak sehingga
dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perikatan muncul karena adanya
perbuatan hukum perjanjian, pada saat para pihak menandatangani
perjanjian, para pihak sedang melakukan perbuatan hukum sehingga
setelah perjanjian itu ditandatangani maka para pihak terikat satu sama lain
dalam satu hubungan hukum perikatan.

Pengertian perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 KUHPdt vyaitu
“Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pihak
yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Menurut Subekti
jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian
jual beli pada umumnya merupakan perjanian konsensual karena mengikat
para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur

esensial dan aksidentalia dari perjanjian tersebut.’

> Dadang Sukandar, Membuat Surat Perjanjian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 5.
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Adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalia,
karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada
hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli
tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan.
Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari
perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan
harga barang yang akan dijual tersebut, dan para pihak tidak
mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam
perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang
ada dalam Perundang-undangan KUHPdt atau bisa disebut unsur naturalia.

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian
konsensual karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian
formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang
merupakan akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak.®
a. Pasal 1313 KUHPdt menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin

terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan,
maupun tindakan dalam bentuk fisik, dan tidak hanya dalam bentuk
pemikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya
perjanjian konsensuil, perjanjian formil, dan perjanjian rill.” Pasal 5
UU ITE angka 2 pasal 5 ayat (1) bahwa keberadaan informasi

Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk

® Ahmadi Miru dan Saka Pati, Hukum Perikatan, ...., h. 126-127.
’Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta:

Raja Grafindo, 2010), h. 7.
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memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem
elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan
hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melaui
sistem elektronik. Menurut UU No. 8/1999 tentang perlindungan
konsumen berbunyi Hak atas kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk
memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut
sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas
imformasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang atau jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar
dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapat kompensasi,
ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
b. Menurut Hukum Ekonomi Syariah
Akad berasal dari bahasa Arab (%)) yang artinya perikatan,
perjanjian, dan permufakatan. Pertalian ijab gabul (pernyataan
melakukan ikatan) dan gabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai
dengan kehendak syari’at yang berpegaruh pada obyek perikatan.

Menurut Bahasa Agad mempunyai beberapa arti, antara lain:®

® Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, Pasal 4.

® Jaih Mubarok dan Hasanudin, Figih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli, (Jakarta:
Simbiosa Rekatama Media, 2018), h. 28.
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1. Mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah
satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya
menjadi sebagai sepotong benda.

2. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan
mengikatnya.

3. Janji Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Imran ayat 76:

P
s.G~°d - 7 - ‘s s P

- g 8737 2 7 e :
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Artinya: sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan
bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertakwa.

GG e @) m) s oh 4 e Gl g e e
o Bl : 0 Al ke o L
Artinya: Dari ‘Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu dan ‘Abdullah bin
Mas’ud Radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Rastlullah Shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda, “Janji adalah hutang.”

Istilah  ahdu dalam al- Qur*an mengacu pada pertanyaan seorang
mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain,
perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak
lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji
yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran

ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.
Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan

sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu

yang disyari’atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan
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dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi
dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Dalam istilah
figih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang
untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf,
talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli,
sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan gabul (pernyataan penerimaan
kepemilikan) dalam lingkup yang disyari’atkan dan berpengaruh dalam
sesuatu. Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia di sebut ‘“akad”
dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd,yang berarti
mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).Menurut pasal
262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, pertemuan ijab yang diajukan
oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan
akibat hukum dari objek akad. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad
adalah pertemuan ijab dan gabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak
atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Adapun
menurut Mustafa az-Zarga, dalam padangan syara suatu akad merupakan
ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang
sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau
keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi
dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing

diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan gabul.



Pelaku (pihak) pertama di sebut mujib dan pelaku (pihak) kedua di sebut
gaabil.

Jual beli menurut bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan benda
dengan adanya timbal balik. Menurut istilah (terminologi) terdapat
beberapa pendapat para ulama sebagai berikut; °
a. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam,

yaitu dalam arti umum dan arti khusus.
1. Definisi dalam arti umum
Yaitu jual beli adalah akad mu’awadhah (timbal balik) atas
selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar

sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah

akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan
manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan

manfaatnya atau hasilnya.

2. Definisi dalam arti khusus:

Yaitu Jual beli adalah akad mu“awadhah (timbal balik) atas
selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan,
bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan
perak, objeknya jelas bukan utang.”Jual beli dalam arti khusus

ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan

%pid., h. 35.
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bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya
bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada
seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang
itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah
diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dasar hukum perjanjian jual beli dalam hukum Islam

Firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1:

[ Rg20 o A_E, _ .{M /WE,
5saa)l 193l 13l 7l LG
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu,

Hadis yang menerangkan tentang akad

w&\mucccﬁbuccﬂuhﬁ\cuuyu;a&\muh
d\ﬂéuj/@bén\e.l.aén\ JJLJU\LA@J;&\@AJ 6)A.C
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Artinya: Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan
hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari
Nafi’ dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu ‘anhuma.
Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu ‘alaihi wasallam
bersabda : “Dua orang yang jual beli, masing-masing
dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya
selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli
khiyar.” (HR Bukhori dan Muslim).

2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli
a. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Munurut Hukum Positif

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu antara pihak penjual dan
pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli keduanya harus ada kata
sepakat.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu antara pihak penjual
dan pembeli haruslah cakap hukum (sudah dibebani hukum).

3. Suatu hal tertentu vyaitu dalam membuat perjanjian, apa Yyang
diperjanjikan haruslah jelas objeknya.

4. Suatu sebab yang halal yaitu tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang
dilarang Undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum misalnya
melakukan perjanjian jual beli narkoba, atau perjanjian jual beli manusia,
perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah.

b. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Hukum Islam untuk sahnya suatu akad, harus dipenuhi rukun dan
syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi
dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur
yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa atau tindakan tersebut.

Suatu Akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri atas:

a. Pihak-pihak yang berakad (al-muta’aqidain/al- ‘agidain);

Dalam suatu akad harus ada para pihak yang melakukan akad atau
yang berakad. Tidak disebut akad, jika hanya dilakukan oleh satu

pihak saja.
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Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad
adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan
dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki
kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah
mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah
menikah. Sedang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak
berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak
dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

. Objek akad (al-ma’qud alaih/mahal al- ‘agd);

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad
adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-
masing pihak.

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan amwal pada dasarnya
merupakan titipan dari  Allah  Subhanahu  wata’ala untuk
didayagunakan bagi kepentingan hidup. Oleh karena itu pemilikan
benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat
dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Disamping itu
pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan
hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat
hak masyarakat. Pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk

memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.
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c. Tujuan pokok akad (maudhu’ al- ‘agd);

Tujuan akad harus merupakan hal yang diperbolehkan oleh
syariah. Adapun tujuan pokok akad menurut Pasal 25 KHES vyaitu
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-
masing pihak yang mengadakan akad.

Pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila
bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan,
ketertiban umum; dan/atau kesusilaan.

d. Kesepakatan (shigat al- ‘aqd).

Shigat adalah pernyataan untuk mengikatkan diri dengan ijab (offer)

dan kabul (acceptance).

Di dalam Pasal 59 dan 60 KHES dinyatakan bahwa kesepakatan dapat

dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna

hukum yang sama. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup

maupun pengembangan usaha.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

a. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli menurut Hukum Positif
Kewajiban pihak penjual meliputi penyerahan barang yang dijadikan
objek jual beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya,
serta menjamin aman hukum bagi pembeli dari gangguan dari pihak lain.
Dalam jual beli, terdapat peringatan kepada pihak penjual yaitu dalam Pasal

1473 KUHPdt menyatakan, “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk
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apa ia mengingatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan
dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”. Dalam
jual beli, tujuan penjual mengikatkan diri kepada pembeli adalah untuk
menyerahkan hak atas bendanya sehingga pemilikan benda itu beralih
kepada pembeli, hal ini harus dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian.
Untuk mencapai tujuan itu, syarat-syarat penyerahan yang diperjanjikan
harus jelas dan memungkinkan pembeli memiliki benda itu. Jika syarat-
syarat itu tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai kemungkinan
pengertian cara melaksanakan penyerahan, cara yang ditempuh tidak boleh
merugikan pembeli. Jika dengan cara itu menimbulkan kerugian, misalnya,
biaya lebih mahal, penjual bertanggung jawab memikul kerugian tersebut.
Selain itu Pasal 1476 KUHPdt, penjual juga dibebankan kewajiban
optional (tambahan) yaitu biaya penyerahan. Biaya penyerahan adalah
segala biaya yang perlukan guna menyiapkan benda siap angkut ke tempat
pembeli. Misalnya, biaya pembungkusan, pengepakan, dan pengantaran.
Akan tetapi, biaya pengambilan dibebankan kepada pembeli, jika
diperjanjikan lain. Pasal 1477 KUHPdt ditentukan bahwa penyerahan harus
dilakukan ditempat banda jualan itu berada pada waktu jual beli itu terjadi,
kecuali di perjanjikan lain. Ada dua pasal yang dinyatakan di atas terdapat
bagian kalimat “kecuali jika diperjanjikan lain” yang memberi kemungkinan
kepada penjual dan pembeli untuk menjanjikan cara lain, baik mengenai

tempat penyerahan maupun biaya penyerahan bagi benda bergerak tertentu.
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Sesuai dengan Pasal 1478 KUHPdt, pembeli membayar harga
kemudian baru menerima penyerahan benda tersebut. Setelah penyerahan
dilaksanakan, kemudian penjual dengan kelalaiannya tidak menyerahkan
benda, menurut Pasal 1480 KUHPdt sudah wajar jika pembeli menuntut
pembatalan berupa pengembalian uang yang sudah diterima penjual
ditambah dengan ganti kerugian setidak-tidaknya berupa bunga.
Berdasarkan Pasal 1488 KUHPdt, penjual diwajibkan mengembalikan harga
benda yang sudah diterimanya itu ditambah dengan penggantian biaya yang
telah dibayar oleh pembeli.

Tujuan jual beli bagi pembeli adalah memiliki, menguasai, dan
menikmati banda dengan aman dari segala gangguan. Apabila setelah benda
diserahkan kepada pembeli, timbul gangguan berupa tuntutan dari pihak
ketiga atau ketika benda belum diserahkan, pembeli sangat khawatir akan di
ganggu dalam penguasaannya. Jika terdapat alasan-alasan demikian,
menurut Pasal 1516 KUHPdt, pembeli dapat menangguhkan pembayaran
harga sampai penjual menghentikan gangguan tersebut. Akan tetapi, jika
penjual menjamin bebas dari gangguan atau jika pembeli telah menyetujui
meskipun ada gangguan, tidak ada penangguhanpembayaran. Menurut Pasal
1504 KUHPdt, penjual wajib menjamin bahwa benda yang dijualnya itu
bebas dari cacat tersembunyi yang mengurangi nilai pakainya hingga
apabila pembeli mengetahui cacat tersebut, dia tidak akan membeli benda
tersebut atau akan membelinya dengan harga murah, dalam perjanjian jual

beli, terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila
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harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, pertama menyerahkan
barang yang diperjual belikan kepada pembeli, kedua menanggung atau
menjamin barang tersebut. Kewajiban menyerahkan barang yang
diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan
pengetahuan umum, karena maksud utama seseorang yang membeli barang
adalah agar dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajiban
menjamin barang yang dijual masih dijelaskan lebih lanjut.*

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu
dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513
KUHPdt). Yang di maksud dengan “harga”, tentulah berupa sejumlah uang.
Jika tidak demikian, misalnya berupa barang juga maka perjanjiannya bukan
jual beli, melainkan tukar-menukar. Begitu juga bila harga dalam bentuk
jasa maka perjanjian bernama perjanjian kerja, dalam perjanjian jual beli, di
satu pihak ada barang, di pihak lain ada uang. Tentang macam-macam uang,
tidak terbatas pada uang rupiah saja, bisa juga mata uang asing, walaupun
jual beli itu dilakukan di Indonesia. Jika dalam membuat perjanjian tidak
ditetapkan tentang itu (waktu dan tempat), si pembeli harus membayar di
tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

Pasal 1514 KUHPdt. Jika pembeli tidak membayar pembelian, penjual
dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan
1267 KUHPdt. Meskipun demikian, dalam hal penjual barang-barang

dagangan dan barang perabot rumah, pembatalan pembelian untuk

" Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2010), h. 321-327.
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keperluan penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan setelah
lewatnya waktu yang di tentukan untuk mengambil barang yang dijual.*?
Jual beli, harga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, tetapi boleh juga
menyerahkan pada pendapat pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak mampu
menentukan harga, tidak terjadi pembelian (Pasal 1465 KUHPdt). Ini berarti
bahwa perjanjian jual beli yang harganya ditetapkan oleh pihak ketiga
dianggap sebagai perjanjian dengan “syarat tunda”. Artinya, perjanjian baru
akan dipenuhi apabila harga sudah di tetapkan oleh pihak-pihak ketiga
tersebut. Apabila pada waktu mengadakan perjanjian jual beli tidak
ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, pembeli wajib membayar di
tempat dan pada waktu dimana penyerahan benda harus dilakukan Pasal
1514 KUHPdt. Pembeli walaupun tidak ada janji yang tegas, diwajibkan
membayar bunga dari harga pembelian jika benda yang dijual dan
diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan Pasal 1515 KUHPdt.™
Adapun hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam Hukum Ekonomi
Syariah:

1. Pasal 62 KHES adalah penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai

objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
2. Pasal 63 KHES adalah penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai

dengan harga yang tealh disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang

setara nilainya dengan objek jual beli.

12| Ketut Okta Setyawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 170.
* Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, ...., h. 333.
" pusat Pengajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES), Edisi Revisi, Cet, ke 1, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 30.
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3. Pasal 69 KHES adalah penjual dan pembeli memiliki hak khiyar untuk
melanjutkan atau membatalkan proses jual beli.

4. Risiko Perjanjian Jual Beli
a. Menurut Hukum Positif

Risiko adalah kewajiban menjamin kerugian yang disebakan oleh
suatu peristiwa diluar kesalahan penjual atau pembeli. Peristiwa yang
terjadi di luar kesalahan penjual atau pembeli yang menimbulkan
kerugian atas benda objek jual beli dalam hukum perjanjian disebut
“keadaan memaksa” (force majeure). Masalah resiko merupakan akibat
dari peristiwa keadaan memaksa yang terjadi di luar keadaan memaksa
yang terjadi di luar kesalahan penjual atau pembeli, yang menimbulkan
kerugian musnah atau rusak benda objek jual beli sehingga timbul
masalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Pasal 1460 KUHPdt menetapkan risiko dipikul kepada pembeli,
biarpun barangnya belum diserahkan. Apabila barang tersebut dalam
perjanjian sewaktu diangkut kerumah pembeli hancur karena kecelakaan,
tetaplah pembeli membayar harganya. Karena penerapan Pasal 1460
KUHPdt dirasa tidak adil, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran
Nomor 3 Tahun 1963 yang ditunjukkna kepada semua hakim dan
pengadilan menyatakan bahwa beberapa pasal dalam KUHPdt, termasuk
juga Pasal 1460 KUHPdt tidak perlu diberlakukan lagi. Surat Edaran
Mahkamah Agung tersebut dianggap sebagai anjuran kepada para hakim

dan pengadilan agar tidak lagi memberlakukan pasal-pasal yang dimuat
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dalam surat edaran tersebut, termasuk juga pasal-pasal yang mengatur
tentang resiko, seprti Pasal 1460, 1461, dan 1462 KUHPdt.

Menurut ketentuan Pasal 1461 KUHPdt, resiko atas benda yang dijual
menurut berat, jumlah, atau ukuran, tetap menjadi beban penjual sampai
benda itu telah di timbang, di hitung, atau di ukur. Pasal ini dapat
diartikan bahwa sebelum ditimbang, dihitung, atau diukur, benda itu
milik penjual. Benar jika benda menjadi beban penjual. Akan tetapi,
menurut ketentuan Pasal 1462 KUHPdt, resiko atas benda yang dijual
menurut tumpukan, menjadi beban pembeli meskipun belum di timbang,
di hitung, atau di ukur. Seharusnya pasal ini diartikan, resiko tetap
menjadi beban penjual karena hak milik belum berpindah, masih berada
ditangan penjual. Hak milik baru berpindah kepada pembeli sesudah
benda menurut tumpukan itu di timbang, di hitung, atau di ukur. Jadi,
benda tersebut sudah di pisahkan dari tumpukan lain milik penjual dan
penjual tidak boleh lagi menjual benda itu karena sudah di kuasai
pembeli, dalam hal ini wajarlah jika resiko atas benda yang sudah di
pisahkan itu menjadi beban pembeli.*

Menurut Hukum Ekonomi Islam

Risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai taghrir. Taghrir
berasal dari bahasa Arab gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya,
risiko dan ketidakpastian, dalam figh muamalah, taghrir diartikan

sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang

% Ipid., h. 334-336.
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mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang
mengandung risiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau
memasuki wilayah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.*®

Ahli figh sepakat mengenai definisi gharar, yaitu untung-
untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang
mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud®’
Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik
mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar atau kecil jumlah maupun
menyerahkan obyek akad tersebut. Menurut ulama fikih, bentuk kelalaian
dalam jual beli diantaranya:'®

1. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan
hutang yang berada di tangan penjual, barang curian).

2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke tempat
pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan
atau tidak tepat waktu.

3. barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli

4. barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Penanggungan risiko dapat juga memperhatikan letak dan tempat
beradanya suatu barang, serta penyebab terjadinya suatu kelalaian. Hal
ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa penanggungan atas
kerusakan atau cacat barang, sebelumnya harus ditentukan dulu kapan

terjadinya kerusakan barang tersebut. Tentang kerusakan barang

135.

16
17

18

Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: I1IT Islam, 2002) , h. 162.
AM Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, ( Jakarta: Kencana, 2004), h.

Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2003), h. 127.
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sebelum dilakukan serah terima antara penjual dan pembeli, ada

beberapa kelompok berdasarkan kasusnya, yaitu:

a.

Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserah terimakan
akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh
(batal), akad berlangsung seperti sedia kala, dan pembeli
berkewajiban membayar penuh, karena ia menjadi penyebab

kerusakan.

. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh

menentukan pilihan antara kembali kepada si orang lain atau

membatalkan akad.

. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima

akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau

karena bencana alam.

. Jika sebagian barang rusak karena perbuatan penjual, maka pembeli

tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut,
sedangkan untuk barang yang utuh pembeli boleh menentukan
pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan

potongan harga.

. Jika kerusakan barang akibat perbuatan barang itu sendiri, ia tetap

berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara
membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar
kekurangannya.

Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat
berkurangnya kadar barang, sehingga harga barang berkurang
sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh menentukan pilihan
antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang utuh) dengan

pengurangan pembayaran®®.

19 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Kamaluddin A. Marzuki, “Fikih Sunnah 127, (Bandung: Al
Ma’ari, 1988), h. 96.
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Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah
berlangsungnya serah terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pembeli. Namun apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya
dalam bentuk jaminan atau garansi, maka penjual wajib menggantikan
harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.

4. Akibat Hukum perjanjian Jual Beli

Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, vyaitu
tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula. Seperti perpindahan hak
milik dari penjual kepada pembeli. Dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-
pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang
dibenarkan syara . Seperti terdapat cacat pada objek akad, atau akad itu tidak
memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.

Akibat hukum dalam perjanjian berlaku hanya pada pihak-pihak yang
membuatnya, seperti dijelaskan dalam Pasal 1338 (1). Hal ini juga ditegaskan
dalam pasal 1315 KUHPerdata26 dan ditegaskan juga dalam Pasal 1340 (1).27
Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bagian tujuh pasal 46,
senada dengan KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu akad hanya
berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.

Namun demikian, seperti diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata,
diperbolehkannya untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan
seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat seseorang
untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya memuat suatu

janji semacam itu. Ini berarti bahwa, meskipun perjanjian itu berasaskan
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personalia di mana akibat-akibat hanya berlaku terhadap para pihak yang
membuatnya, namun akibat itu dapat pula berlaku terhadap pihak ketiga dalam
bentuk janji untuk pihak ketiga. Pasal 1318 memperluas asas personalia hingga
meliputi ahli waris dan para pengoper hak.

Dalam hukum perjanjian Islam seperti halnya dalam hukum lainnya,
pada asasnya, akibat yang timbul dari suatu perjanjian (akad) hanya berlaku
pada para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap para pihak yang
membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain diluar mereka. Hal ini
ditegaskan dalam kitabll mursyid al-Hairan: Pasal 306 (1): Akibat-akibat
hukum akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, dan tidak
berlaku terhadap pihak lain selain mereka. Pasal 278: Orang yang baligh dan
berakal sehat serta tidak berada di bawah pengampuan dapat membuat akad
apapun secara sendiri maupun mewakilkannya kepada orang lain, barangsiapa
membuat akad secara sendiri dan untuk dirinyasendiri, maka dialah, dan bukan
orang lain, yang terikat oleh hak-hak dan akibatakibat hukum yang timbul dari
akad tersebut.

Pihak-pihak yang membuat akad itu, adakalanya membuat akad atas
namanya sendiri dan adakalanya membuat akad untuk dan atas nama orang
lain, artinya ia mewakili kepentingan orang lain.

B. Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli
1. Pengertian Khiyar
a. Menurut hukum Islam kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan.

Sedangkan secara bahasa khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik
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di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Khiyar juga
merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih. Berakhirnya
akad dalam bentuk khiyar dilakukan dalam sebuah perjanjian di awal akad
namun para ulama menyatakan bahwa hak khiyar merupakan hak yang
telah melekat dalam akad karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad
khiyar tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk khiyar tetap
ada.?® Menurut istilah yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq khiyar adalah
meminta yang terbaik dari dua pilihan untuk melanjutkan atau
membatalkan transaksi jual beli.”* Hak khiyar ini ditetapkan dalam syari‘at
bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan
dalam melakukan suatu akad. Dalam buku fikih Imam Syafi’i istilah
khiyar diartikan sebagai hak dalam menentukan pilihan antara meneruskan
atau membatalkan akad. Meskipun hukum asal jual beli itu berlaku tetap,
sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan atas suatu
barang. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan syara“
tentang pengelolaan harta. Hanya saja syari“at memberikan toleransi
berupa khiyar dalam jual beli guna untuk memberi kemudahan bagi para
pihak yang bertransaksi. Menurut “Ensiklopedi Hukum Islam” khiyar
didefinisikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang
melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan

transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat

?® Ridwan Nurdin, Figh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya), (Banda
Aceh: Yayasan Pena, 2010), h. 60.

*! sayyid Sabig, Fikih Sunnah, ( terj:H.Kamaluddin A. Marzuki) (Bandung: PT Al
Ma“arif, 1987), h. 106.
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masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Menurut
ulama fikih khiyar disyari’atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan
pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan
kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.*?

Para ulama terkini memaknai khiyar dengan hak orang yang
berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-
sebab secara syari yang dapat membatalkannya dengan kesepakatan
ketika akad. Sedangkan khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari’ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk
melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.?® Untuk itu,
khiyar adalah hak yang melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku
hak khiyar. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para
pihak dalam melakukan transaksi. Kondisi ini dikembalikan kepada
konsep hak vyaitu sesuatu yang melekat padanya (pihak yang
bertransaksi).?*

b. Menurut Hukum Positif khiyar dalam transaksi jual beli di sebut garansi,
garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual
menanggung kebaikan atau keutuhan barang yang dijual untuk jangka
waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau
cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedang

peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.

%> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve,
1996), h . 915.

%3 pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari"ah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 41.

* Ridwan Nurdin, Figh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)....h. 61.
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Karena garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan
terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam
jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah
satu Hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak
khiyarnya apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi
oleh penjual dan pembeli. Hak khiyar yang dimaksud dalam hal ini adalah
khiyar aib (cacat). Hal ini menunjukkan relevansi antara khiyar aib dengan
garansi, karena kedua jenis penjaminan ini menitik beratkan pada adanya
cacat pada barang yang memberikan hak khiyar pada pembeli untuk
mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketidak relaan dalam transaksi

jual beli. ®

2. Dasar Hukum Khiyar

Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi
rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan
dasarnya. Suatu transaksi jual beli dapat saja dibatalkan apabila salah satu
pihak tidak sepakat dengan transaksi jual beli yang dilakukannya, sehingga
antara penjual dan pembeli dapat saling kasih sayang dengan sama-sama
sepakat untuk berkhiyar dalam jual beli, dengan demikian tranksaksi jual beli
yang dilakukan dapat saling ikhlas dan meridhai.

Menurut ulama fikih, khiyar disyari’atkan atau dibolehkan dalam

Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan

®Ummy Salamah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli.
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h. 41.
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mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan
transaksi.?® Hak khiyar telah ditetapkan oleh Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’.

a. Al-Qur’an Surat An Nisa ayat 29
£ _3 2 A P /‘//’Eo iy z: I P — ~{" /a‘i/
E A w _- P 4//,. - A
(’g‘.“fy""ff")“é . Ui.:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu.

Maksud dari ayat di atas adalah dalam khiyar harus mengandung
prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli,
berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehinggamendapatkan barang
yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang,
bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha
Allah SWT.

Landasan hukum mengenai hak khiyar secara umum diperoleh dari
gambaran hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Ketentuan
mengenai hak khiyar ini jika dipahami menunjukkan bahwa pihak
penjual tidak dibenarkan menjual barang dalam kondisi rusak. Kondisi
barang yang dijual hendaknya harus di terangkan secara jelas, sehingga
pihak pembeli mengetahui kondisi tersebut, apakah tetap melanjutkan

transaksi jual beli atau tidak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh

*® Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Mu“amalat (Sistem Transaksi Dalam Figh
Islam), (Jakarta: Amzah, 2010), h. 100.
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Abdullah bin Haris dijelaskan bahwa antara masing-masing pihak, baik
penjual maupun pembeli memiliki hak memilih (khiyar) apakah
melanjutkan jual beli atau tidak. Adapun bunyi hadit§ tersebut adalah

sebagai berikut:

Oy Lagats (A g & )5 B B (o 8540 2l L el b ol
(alasa s 5 il o ) Laga 4373 s WK K

Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar
selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka
keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka

menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah
keberkahan jual beli mereka”. (HR.Bukhori Muslim).

b. Hadis

A1) 06 AT AL ke a e O3 Ge et i e
DR 5l Gnes UG5 B Al L el Wbe sl 386 (385
ol a8 A e Lol DAY WAl SR 46 AT ekl

— el a3 ) Lagha 3aly &1V 15 Lol O 3 W08 )5
alusa g s A o) g

Artinya:“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda,
“Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka
masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama
mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau
salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang
lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak Kkhiyar
kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli
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itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu,
sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan)
jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR.
Al.Bukhari dan Muslim).?
Dari hadist tersebut jelaslah bahwa adanya khiyar dalam akad jual beli
hukumnya dibolehkan.Apalagi pada barang yang diperjualbelikan
terdapat cacat (aib), yang dapat merugikan pembeli, maka dia
mempunyai hak khiyar ‘aib.
c. ijma’ Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan
ulama Figh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan
yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masingmasing
pihak yang melakukan transaksi,?® di abad modern yang serba canggih,
dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini
tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata.

Khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya,
tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum
membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak Khiyar (memilih) dengan
hati-hati dan cermatdalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli,
sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

3. Macam-macam Khiyar

Dalam kitab-kitab fikih Muamalah para ulama telah memformat dan

mengkatagorikan khiyar secara umum vyaitu di antaranya khiyar syarat, khiyar

%7 Widjaya, Terjemah Hadist Shahih Bukhari, Penerjemah Zainuddin Hamidy, (Jakarta:
Bumirestu, 1951), h. 265.
28 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213.
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majlis, khiyar al-Ghabn, khiyar tadlis, khiyar aib, khiyar za’yin,dan khiyar
ru’yah, dari semua macam khiyar penulis hanya membahas yang berkaitan
dengan skripsi ini yaitu khiyar aib

a. Khiyar ‘dib

Khiyar ‘aib artinya dalam jual jual beli ini disyaratkan kesempurnaan
benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “saya beli mobil itu
seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan.?® Khiyar ‘aib
atau cacat adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak
jual beli untuk membatalkan kontrak jika sipembeli dalam menemukan
cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai
barang itu.

Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat
tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli
yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk
mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat
barang itu sebelum dibelinya. Khiyar ‘aib juga merupakan hak pembatalan
jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang
yang belum diketahui, baik ‘aib itu ada pada waktu transaksi atau baru
terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Khiyar ‘aib yaitu khiyar yang menjadi tetap pada pihak pembeli
disebabkan adanya ‘aib/cacat pada barang yang ia beli yang tidak

disampaikan oleh penjual atau tidak diketahui oleh penjual. Akan tetapi,

**Hendi Suhendi, Figh Muamalah, ...., h. 84.
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jelas bahwa ‘aib/cacat itu telah ada pada barang sejak sebelum dijual. Ciri-
ciri cacat yang menimbulkan hak khiyar adalah yang karenanya biasa
menyebabkan kurangnya harga barang itu atau kurangnya zat barang itu
sendiri, untuk mengetahui hal itu, maka sebaiknya diserahkan kepada para
pedagang yang berpengalaman dalam hal itu.

Apa-apa yang mereka anggap sebagai cacat, maka kuatlah hak khiyar
dengan itu. Apa-apa yang mereka anggap bukan cacat yang mengurangi
harganya atau mengurang wujud barang dagangan itu sendiri, maka tidak
dianggap harus muncul hak khiyar. Jika pembeli mengetahui cacat itu
sesudah akad, baginya hak khiyar untuk terus mempertahankan barang itu
menjadi miliknya dengan meminta kompensasi cacatnya, yakni selisih
harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat, atau
mengembalikan barang dagangan itu dengan meminta kembali harga yang
telah dibayarkan kepada penjual.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan bahwa
kejujuran dalam jual beli adalah sebab timbulnya berkah, sedangkan
kebohongan adalah penyebab terhapusnya berkah. Walaupun harga murah,
tetapi dengan kejujuran, maka
Allah akan memberikan berkah-Nya kepadanya. Sedangkan jika harga itu
sekalipun tinggi, tetapi dengan kebohongan, harga tersebut dibarengi
dengan terhapusnya berkah dan tidak akan ada berkah di dalamnya. Untuk

menetapkan khiyar disyaratkan beberapa syarat berikut:



=

5.

47

adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya
penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada khiyar.

adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang.

ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah
terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka
tidak ada khiyar baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut
secara tidak langsung.

tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan,
maka tidak ada Kkhiyar bagi pembeli. Karena jika dia
membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri.

cacatnya tidak hilang sebelum adanya fasakh.

4. Hikmah Khiyar

Di antara hikmah khiyar sebagai berikut:®

a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip

Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.

b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli,

sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar

disukainya.

c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan

mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
Menjelaskan keadaan barang seperti kualitas, warna, berat, dan yang

lainnya dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat/aib.

*® Abdurahman Ghazali, Gufron Ikhsan dan Saifudin Shidig, Figih Muamalat, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 104.
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d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun

pembeli, karena tidak ada kehatihatian dalam proses jual beli.

e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih kasih antar
sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan
beraibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya
dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk
lainnya.

C. Tinjaun Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian
yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terhadap beberapa penelitian
sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari
terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitia-
penelitian yang telah dilakukan sebelimnya maka penulis mempertegas
perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara
lain:

1. Penelitian yang dilakukan Disa Nusia Nisrina (2015) yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya
Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Menjelaskan bahwa
jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah
(boleh), kecuali ada dalil mengharamkannya, yang diharamkan dalam
transaksi jual beli online yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur-
unsur haram, seperti riba, gharar, bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak

orang lain, pemaksaan dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi
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adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamar, bangkai, babi,
narkoba dan lain-lain. Didalam fikih, ditemukan adanya kesepakatan
ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara,sehingga
jual beli online dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui surat atau
perantara selama dilaku kan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip suka
sama suka (kerelaan).

Hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak khiyar, diantaranya
yaitu khiyar majelis khiyar ‘aib,khiyar syaratkhiyar ta’yin,khiyar ar-
ru’yah.Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, vyaitu hak atas
kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang
dan/atau jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan hak
atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas
barang dan/atau jasa yang digunakan hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif; hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuail00
103 dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang
diatur dalamketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebelum

adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
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Konsumen, hukum Islambtelah mengatur dan menjalankan hak-hak
konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Bahkan hak-hak
konsumen dalam hukum Islam sudah diatur sebelum orang-orang Barat
merumuskan tentang hak-hak konsumen. Letakperbedaannya adalah dari
segi istilahnya, antara lain khiyar majelis dengan hak untuk didengar,
Khiyar syarat dengan hak memilih, khiyar® aib dengan hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang atau jasa, khiyarta’yin dengan hak untuk memilih dan hak
memperoleh keamanan, dan khiyar ru’yah dengan hak untuk didengar.
Jika dikaji secara mendalam dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan, hak-
hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki peran dan fungsi
yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen. Persamaan dari
penelitian di atas sama-sama membahas tentang jual beli dan adanya hak
serta adanya undang-udnag tentang perlindungan  konsumen,
perbedaannya di skripsi Disa Nusia Nisrina membahas tentang hukum

Positif saja tisak membahas tentang hukum Ekonomi Syariah.
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